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Indonesia adalah Negara yang subur dan mempunyai sumber daya alam berlimpah,
sector pertanian dan perkebunan sangat menjanjikan, serta hasil pertambangan berlimpah. Ini
menjadi faktor bagi pengusaha untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Akan tetapi
pengusaha yang ingin menanamkan investasinya di indonesia tidak serta-merta berinvestasi
dengan mudah, karena mereka wajib memenuhi.dan menjamin hak masyarakat pada kawasan
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Indonesia saat ini daya alam menjadi modal

dasar pembangunan. Pro fllakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjuta bperti amanah Pasal 33 ayat
(4) Undang-undang Dasar SSttSReRaKe il har; an dengan bijak. Aktivitas
pembangunan yang berdapd harus dianalisis, sehingga
langkah pengendalian dampak nega . pangan dampak positif dapat disiapkan
sedini mungkin, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berdapak pada perubahan

sistim sosial masyarakat dan atau masyarakat adat lokal.

Perangkat yang menjadi instrument dari analisis tersebut adalah amdal (analisis
mengenai dampak lingkungan) dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuangan Hidup menetapkan bahwa setiap

usaha dan atau kegiatan yang berdapak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki



amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian aspek bigeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek

sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban secara hukum untuk melibatkan
masyarakat sesuai dengan UUD 1945 pasal 18B “untuk mengakui dan menghormati komonitas
adat/tradisional sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka”. Hal ini menjadi salah satu
gagasan pengaturan dalam FPIC (free and prior informed consent) yang telah di akui secara

universal (internasional).
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setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, prograrm, atau kebijakan yang akan
dilaksanakan di segala aspek kehdupan masyarakat, dan berpotensi berdampak kepada tanah,

kawasan, sumberdaya, dan perikehidupan.?

FPIC merupakan cara yang ampuh untuk meyakinkan bahwa orang yang potensial
terkena dampak memiliki semua informasi yang diperlukan sehingga dapat melakukan

negoisasi dalam hugungan yang setara dengan penganjur proyek.® Berarti orang yang terkena
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dampak memiliki kekuatan untuk memveto proyek, dan aktivitas apapun yang terdapat di

wilayah mereka.
Dalam FPIC terdapat empat unsut penting, yaitu:*

1) Free berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesempatan hanya
mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan masyarakat.
2) Prior artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih

dahuluhatus mendapat ijin masyarakat.

3) Informed artinya i ya mengenai proyek yang
akan dijalankan bai

4) Consent artinya pe

Berdasarkan konsef il yang berhubungan dengan

lingkungan, harus meliba legitimasi agar kegiatan
pembangunan dapat direal mentaati kehendak rakyat
menunjukan bahwa tidak : Buara rakyat. Secara sosial,
mengakui hak dan otoritas ’Im‘uﬁ&‘_ﬁﬁ‘ a berarti mencegah konflik
sosial di kemudian hari. Secara hukum, perjanjian yang setara antara pihak dan penolakan atas
iSi perjanjian yang sewenang-wenang merupakan pelaksanaan dari asas yang sangat mendasar

dalam Negara hukum yakni equality before law (kesamaan di depan hukum).®

Selain itu prinsip ini juga sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi Negra Indonesia,
pembanguan harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup pada Pasal 33 ayat (4).

Syarat mutlak agar suatu pembanguna dapat terarah pada manusia ada tiga prinsip:®
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1. Pembangunan harus menghormati hak-hak asasi manusia.
2. Pembangunan harus demokratis dalam arti bahwa arahnya ditentukan oleh seluruh
masyarakat.

3. Prioritas pertama pembangunan harus menciptakan taraf minimum keadilan sosial.

Apabila tidak ada keterlibatan masyarakat berarti, sudah melanggar hak-hak
masyarakat. Akibatnya akan terjadi konflik secara hukum, social, dan politik merubah sistem
masyarakat yang berada dalam lingkungan pembangunan tersebut. Sehingga tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat tidak tercapai, yang menjadi tujuan dari Negara Indonesia sendiri.
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Dari kedua asas di atas maka setp aktritas lingkungan harus melibatkan masyarakat,
keterlibatan masyarakat disini adalah dalam konteks perizinan sesuai Pasal 45 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang lIzin Lingkungan peran serta masyarakat
yang ada pada UUPPLH, dimana masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, usul,

keberatan, pengaduan dapat di sampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak.

Izin lingkungan adalah instrumen hukum dan kebijakan yang baru untuk semakin

benar-benar menjadikan lingkungan hidup sebagai arus utama pembangunan.® 1zin lingkungan

" Muhammad Akib, Politk Hukum Lingkungan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, him 123-125
8 A. Sonny Keraf, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, Yogyakarta, 2010, him 192



semakin memperkuat peran dan fungsi KLHS (Kajian Lingkugan Hidup Strategis). Izin
lingkungan merupakan instrument hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengndalikan perbuatan konkret individu dan

dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan.®

Ketentuan mengenai izin lingkungan terdapat dalam Pasal 36-41 UUPPLH. UKL-UPL dan
amdal merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan, berdasarkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup, Pasal 36 ayat (1) dan (2). 1zin lingkungan yang terlanjur dikeluarkan dapat

dibatalkan apabila ada pelanggaran tertentu Pasal 37 ayat (2). Pelanggaran ini maksudnya

adalah cacat hukum, keke [iFSgEs DGR A2 A AN AS RIS 1 ata, dokumen dan atau
informasi. Dalam Pasal 45 @& Mzin lingkungan masyarakat
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oleh Mentri, Gubernur, da atas maka penulis tertarik
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan

dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa PLTA singkarak di Nagari Gugugak Malalo ?

2. Bagaimana penerapan Free Prior Informed Consent (FPIC) di Nagari Guguak Malalo

?

C. Tujuan Penelitan

® Muhammad Akib, Op.Cit., him 120



Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa
fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana hukum,

jika dilihat dari rumusan masalah yang dituliskan , tujuan dari penulisan ini :

1. Untuk mengetahui realitas pelibatan masyarakat untuk memperoleh izin lingkungan,
yang mana izin tersebut menyangkut hak-hak secara ekologis.
2. Untuk mengetahui gagasan FPIC dalam hukum ligkungan di indonesia untuk

menjamin hak masyrakat secara ekonomi, sosial dan budaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksana dleberapa manfaat yang akan

diperoleh antara lain:

Manfaat teoritis

Diharapkan dapat BEunya mengenai penegakan
hukum lingkungan meng@h peroleh izin lingkungan
berdasarkan gagasan dalang Gl Aeniatia ; k masyarakat lokal sebagai
satu kesatuan dalam lingke ingkungan akibat aktifitas
pembangunan maupun usaha.
Manfaat praktis

Untuk memberikan argumentasi mengenai gagasan-gagasan yang ada dalam konsep
FPIC dan UU No. 32 tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta
penegakan hukum lingkungan terhadap perlindungan masyarakat sehingga dapat memperluas

khasanah berpikir bagi akademisi, praktisi hukum, maupun penulis sendiri.

F. Metode Penelitian



Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi yang akan
dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendaptkan data yang kongkrit untuk

dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis
(sociological research) penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bagaimana
sutu produk hukum dterapkan di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dalam penelitian

ini penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku dan bagaimana

masyarakat melihat, mema GRS AN WAL AQ AL aturan hukum tersebut.
Penelitian ini bersifat deg : e, VE )erikan data tentang suatu
keadaan atau gejala-gejalai AENEIRtSNY M@ gah masyarakat sehingga
dengan adanya penelitian Atapkel de aran menyeluruh, lengkap,
dan sitematis tentang objeK
2. Sumber Data
a. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan ata 85Ce R JEoer?data yang di peroleh melalui
penelitian yang dilakukan di lapangan. erdasar an topic yang penulis angkat maka penelitian
lapangan dilakuan pada Jorong Guguak Kenagarian Guguak malalo Kecamatan Batipuah
selatan Kabupaten Tanah Datar.
b. Penelitian kepustakaan
Penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan dengan
mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan
lain terkait. Penelitian pustaka ini dilakukan pada perpustakaan pusat Universitas Andalas,

serta literatur koleksi pribadi.

10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Bandung,2010, him 105



Jenis data yang digunaka dalam penelitian ini adalah :
a. Data primer
Data primer yang dimaksud didapat langsung dari lapangan (field research) dengan
melakukan wawancara di lingkungan terkkait gagasan dan pengaturan FPIC dalam penegakan
hukum lingkungan.
b. Data Skunder
Diperoleh dari literature, yang didapat dari perpustakaan yang terdiri dari sebagian

buku-buku ata referensi dan studi dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (library

research) yang dapat mend ugg ohY ety i R~ i litian berbentuk laporan.

Data sekunder ini terdiri dai
1. Bahan hukum prim ngikat yang terdiri atas :

1. Und

2. Undgieee & 1 \eMHlllg Penjelasan Internasional
Con

3. Undg ng Keterbukaan Informasi
Publik

4. Undang-undang o. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

6. TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

2. Bahan hukum sekunder,? yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer diantaranya pendapat pakar hukum.

11 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2004, him 133
12 1bid, him, 119



3. Bahan hukum tersier,yaitu bahan-bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya kamus hukum,
kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:
a. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan

dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dalam praktik

pelaksanaan FPIC. Pada s3g wawancara semi struktur,

dimana setiap pertanyaa AN nantinya dapat timbul
pertanyaan baru setelah reg ' aba ARIENcara ditujukan kepada:
1. Wali Nagari.
2. Ketua Kerapatan A
3. Tokoh masyarakat.

4. Perkumpulan Qbar.$

b. Studi Dokumen | m

~1

Dalam hal ini penulis memperolh gat®engan mempelajari dokumen dari buku-buku,
peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peneitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada, 2009, him 33



Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-
materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses editing, yakni
pengeditan seluruh data yang telah tekumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang
benar-benar dapat dujadikan suatu acuan akuran dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisi Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakuan
analisis data secara kualitatif, yaitu analisi yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik

karena data yang diperoleh tidak barupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat

-




